
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 
Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor I01, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4751); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I 08, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia 
Nomor 4438): 

b. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, 
pcrlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati: 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Rcpublik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53. Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NOMOR 44 TAHUN 2008 

TENTANG 

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi satuan kerja 
dilingkungan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Pcdoman 
Penatausahaan APBD: 

BUPATI KUBU RAYA 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERArl KABUPATEN KUBU RAYA 

BUPATI KUBU RAYA, 

Mengingat 

Menimbang 

�----------------- 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737): 

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pn.:siden Nomor 85 Tahun 
2006: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN 
ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
KUBU RAYA 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
I. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pcrangkat Dacrah sebaga1 unsur penyclenggara 

Pemerintah Dacrah; 
2. Daerah adalah Dacrah Kabupaten Kubu Raya; 
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya: 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu 

Raya; 
6. Tim Anggara.n Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk 

dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan: 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat dacrah 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang, 

8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan 
DPRD dan ditetapkan dcngan peraturan: 

9. Pemegang Kekuasaan Pcngelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 

I0. Pejabat Pcngclola Kcuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 

I I. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak 
dalam kapasitas scbagai Bendahara Umum Daerah; 

Menetapkan 



+ 

12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum 

Daerah. . t a disin kat SKPD adalah satuan kerja 
is sass Kem rearska po",3;;~Ltit," Ek~taros ma»a «ta psneso 

perangkat daerah pada emenn ' 1 ' 

anggaran/pengguna barang; ... di>· kat PPTK adalah pejabat pada unit 
I k T kn·s Kegiatan yang selan1utnya 1smg 

14. Pejabat Pelaksana e s beb kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
kerja SKPD yang melaksanakan satu atau e erapa 
bidang tugasnva: gunaan anggaran untuk 

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan peng 

mkiisanatan ieas po#ok dan fines+ $5"P""",""""", ~~t metaksanakan scaear gas 
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang 1Der 

{"{j;ta~'Lit"canes» sr sane saggy «is»sear vex-so a«ah rsaba 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKP��erah 

yang ditentukan oleh Kepala 
I8 BAE Ai'PERA SN#kg:{RR};&ERE":#i%a eiii» ant mnemasar soiron 

pengeluaran daerah; . . 
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

epala Baerah untuk menampung seturuh penenmaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditujuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pclaksanaan APBD pada SKPD: 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan. dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dacrah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 

22. Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana, belanja untuk masing-masing program 
dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan oleh pengguna 
anggaran; 

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; 

24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD 
adalah yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 
dasar pclaksanaan perubahan anggaran oleh pcngguna anggaran; 

25. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan 
perkiraan arus kas kcluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 
pelaksana kegiatan dalam setiap periode; 

26. Surat Penycdiaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan 
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 

27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 

28. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan olch 
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung, 

29.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang 
diajukan olch bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak 
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung, 

30. SPP Tambah Ua.ng Perscdiaan yang selanjut:nya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kcgiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 
pembayaran langsung dengan uang; 

31. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk permintaan pcmbayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar 
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pcmbayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh 
PPTK: 



Pasal 2 

Sungai Raya, 
9 -8- 2008 

J KUBU RAYA. r Ditetapkan di 
pada tanggal 

/ 
L, WAiLaB 

BERITA DAERA} KABUPATEN KUBU RAYA 
TAHUN 24 »4.... NOMOR ...4l......, 

Diundangk di Sunga Raya 
pada tang~ / ..Z9./8.4.2go 

Pl+ , SEKRETARIS] ;RAH KAgUPATEN KUBU RAY 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1111 dengan 
penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya. 

Pasal 3 

32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ 
diterbitkan oich pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bcban pengeluaran DPA- 
SKPD; 

33. Surat Perintah Membayar Uang Pcrsediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pcngguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang muka 
kerja untuk mendanai kegiatan; 

34. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk 
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 

35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU 
adalalah dokumen yang diterbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 
kebutuhan dananya melcbihi dari jurnlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan; 

36. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang 
diterbitkan olch pcngguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga; 

37. Surat Perintah Pcncairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang 
digunakan scbagai dasar pencairan dana yang diterbitkan olch BUD berdasarkan SPM. 

(I) Pedoman Penatausahaan APBD mcliputi 
A. Azas umum penatausahaan keuangan daerah; 
B. Pengelolaan Keuangan Daerah: 
C Penatausahaan Pengeluaran; 
D. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
E. Surat Perintah Membayar (SPM); 
F. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
G. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan / Pekerjaan Barang dan Jasa; 
H. Klasifikasi Pembayaran Terhadap Jenis Belanja. 

(2) Pedoman Penatausahaan APBD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagairnana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
In. 
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